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Abstrak
 

_______________________________________________________

____________ 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran dan komitmen organisasi dengan gaya 

kepemimpinan sebagai variabel moderating. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota 

Semarang.Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara 

purposive sampling, sehingga diperoleh sampel data sebanyak 96 

responden. Metode analisis data menggunakan regresi berganda untuk 

menguji hipotesis. Hasil penelitian ini adalah partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah, komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Variabel gaya 

kepemimpinan memperkuat hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah, sedangkan variabel 

gaya kepemimpinan memperlemah hubungan komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah. 
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Abstract 

________________________________________ 

 

This study aims to determine the effect of budgeting participation 

and organizational commitment with leadership style as a moderating 

variable. The population in this study was Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Semarang. The sample in this study was determined 

by purposive sampling, in order to obtain a sample of 96 respondents. 

Data analysis method uses multiple regression to test hypotheses. 

The results of this study are budgeting participation has a positive 

and significant effect on the performance of local government 

officials, organizational commitment has a positive and significant 

effect on the performance of local government officials. The 

leadership style variable strengthens the relationship between 

participation in budgeting and the performance of local government 

officials, while leadership style variables weaken the relationship of 

organizational commitment and have a positive and significant 

influence on the performance of local government officials. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah sebagai 

organisasi sektor publik berlomba 

dalam kinerja dan pelayanan, hal ini 

untuk tercapainya tujuan pelaksanaan 

otonomi daerah agar mendekatkan 

hubungan pemerintah daerah dengan 

masyarakat, banyak investasi masuk, 

kesejahteraan masyarakat membaik 

dan memudahkan masyarakat untuk 

memantau dan mengontrol 

penggunaan dana yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD). Pemerintah pusat 

maupun daerah dalam menjalankan 

tugasnya wajib mempunyai 

perencanaan yang disusun dan akan 

dijadikan pedoman pada saat 

melaksanakan tugas, sehingga 

pemerintah merumuskan berbagai 

kebijakan yang diatur dalam bentuk 

anggaran. 

Otonomi daerah yang 

diberlakukan di Indonesia dimulai saat 

dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 

(Bastian, 2005) sejak saat itu 

pemerintah dijadikan sebagai titik 

sentral dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan 

dengan mengedepankan otonomi yang 

luas, nyata dan bertanggungjawab. 

Pemerintah daerah diharapkan lebih 

mampu menggali sumber-sumber 

keuangan khususnya untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pemerintah 

dan pembangunan didaerahnya 

melalui Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), oleh karena itu dalam kebijkan 

penyusunan anggaran daerah yang 

tidak lagi di buat oleh pemerintah 

pusat, melainkan di buat oleh 

pemerintah daerah itu sendiri. 

Penganggaran sektor publik 

merupakan instrumen akuntabilitas 

atas pengelolaan dana publik dan 

pelaksanaan program-program yang 

dibiayai dari uang publik. Proses 

penganggaran menggunakan 

pendekatan kinerja diatur dalam 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, menjelaskan tentang pedoman 

dalam pembentukan rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (RAPBD), pembentukan 

RAPBD dilaksanakan oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 

bersama-sama unit organisasi 

perangkat daerah (unit kerja). 

Rancangan anggaran unit kerja 

tercantum pada suatu dokumen 

Rencana Kegiatan Anggaran Satuan 
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Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD), yang di dalamnya berisi 

tentang standar analisis belanja, tolak 

ukur kinerja dan standar biaya sebagai 

instrumen pokok dalam anggaran 

kinerja. Sedangkan pedoman evaluasi 

kinerja pemerintah daerah diatur 

dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 

2010 tentang Pedoman Evaluasi 

Daerah Otonom Hasil Pemekaran 

Setelah Berlakunya UU Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

 

LANDASAN TEORI 

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 

Kinerja jika dilihat dari bahasa 

latinnya adalah performance yang berarti 

prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi 

kerja seorang pegawai.Indra (2001) 

mengukapkan, kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksana 

suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategi (strategic 

planning) suatu organisasi. Menurut PP 

Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah 

keluaran/ hasil dari kegiatan/ program 

yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur. 

Kinerja (prestasi) manajer publik 

dinilai berdasarkan berapa target yang 

berhasil di capai dikaitkan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan yang 

dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-

aktivitas yang dibiayai oleh APBD 

(Mardiasmo, 2006; 74). Pengungkapan 

kinerja pemerintah daerah secara tepat 

dan objektif akan memungkinkan 

terlaksananya evaluasi kinerja, baik 

secara internal maupun eksternal. 

Evaluasi semacam ini pada tahap 

selanjutnya akan menimbulkan perbaikan 

atau peningkatan kinerja yang 

berkelanjutan. Dengan demikian, 

pengungkapan kinerja akan mendorong 

Pemerintah Daerah untuk lebih 

memperhatikan kebutuhan masyarakat 

dan menuntun perbaikan dalam 

memberikan pelayanan masyarakat. 

Pengukuran kinerja sektor publik 

adalah sistem yang digunakan untuk 

membantu para manajer publik dalam 

menilai pencapaian suatu strategi dengan 

menggunakan alat ukur finansial dan non 

finansial, selain itu sistem pengukuran 

kinerja juga dapat dijadikan sebagai 

pengendalian organisasi karena didalam 

pengukuran kinerja juga ditetapkan 

reward and punishment system 

(Wulandari, 2011). Menurut Santoso 

(2009) dalam Wulandari (2011) ada 
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beberapa faktor yang diduga 

menyebabkan kinerja pemerintah daerah 

menjadi rendah diantaranya karena 

sistem pengelolaan keuangan daerah 

yang masih lemah dimulai dalam proses 

perencanaan dan penganggaran APBD, 

pelaksanaan/ penatausahaan APBD, 

pertanggungjawaban yang berupa 

pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan 

pengawasan. Dengan adanya 

keterlambatan dalam pengesahan, 

menyebabkan banyak program dan 

kegiatan yang sudah disusun tidak dapat 

dilaksanakan sehingga menghambat 

pembangunan daerah tersebut.  

 

 Tahap Ratifikasi 

Tahap Ratifikasi adalah tahap 

pengesahan rencana anggaran yang 

dilakukan Badan Eksekutif dengan Badan 

Legislatif agar menjadi anggaran final. 

Tahap ratifikasi ini melibatkan proses 

politik yang cukup rumit dan berat. 

Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya 

memiliki managerial skill, namun juga 

harus mempunyai political skill, dan 

coalition building yang memadai.Dalam 

hal ini integritas dan kesiapan mental 

(coalition building) sangat penting, karena 

dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus 

mempunyai kemampuan untuk menjawab 

dan memberikan argumentasi yang 

rasional atas segala pernyataan dan 

bantahan dari pihak legislatif. 

Partisipasi penyusunan anggaran 

adalah keikutsertaan operating manager 

dalam merumuskan besama dengan 

komite anggaran mengenai rangkaian 

kegiatan dimasa yang akan datang yang 

akan ditempuh oleh operating manager 

tersebut dalam pencapaian sasaran 

anggaran. Keikutsertaan aparat 

pemerintah daerah dalam penyusunan 

anggaran dapat mengembangkan 

pengetahuan mereka tentang anggaran 

dan kemudian mampu menginformasikan 

secara jelas kepada masyarakat mengenai 

anggaran yang disusun oleh pemerintah. 

  

 Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi adalah 

suatu tingkat keyakinan sejauh mana 

seseorang memihak pada suatu organisasi 

tertentu yang tujuannya berniat 

memelihara keanggotaan dalam 

organisasi itu (Robins, 1996).Sehingga 

keterlibatan kerja yang tinggi berarti 

pemihakan seseorang pada pekerjaannya 

yang khusus, dan komitmen organisasi 

yang tinggi berarti pemihakan pada 

organisasi yang 

mempekerjakannya.Sedangkan menurut 

(Mathis, 2001) komitmen organisasi 

didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan 
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dan penerimaan tentang kerja terhadap 

tujuan organisasi dan mempunyai 

keinginan untuk tetap ada dalam 

organisasi tersebut. Dengan kata lain, 

adalah suatu sikap tentang kesetiaan 

karyawan kepada organisasi mereka dan 

suatu proses berkelanjutan dimana 

anggota organisasi menyatakan perhatian 

mereka kepada kesejahteraan dan 

kesuksesan organisasi selanjutnya. 

Terdapat tiga komponen model dari 

komitmen organisasional: 

1) Affective commitment  

Pengertian affective commitment 

Difokuskan pada penggabungan 

emosional yang positif sebagai suatu 

bahagian dimana pegawai secara 

psikologis terkait dengan organisasi 

berdasarkan pada seberapa nyaman 

perasaannya dalam organisasi 

tersebut. Affective commitment 

merupakan proses perilaku dimana 

orang berfikir mengenai hubungan 

dengan organisasi dalam hal 

kesesuaian nilai-nilai individual akan 

secara langsung mempengaruhi 

keinginan individu untuk tetap 

bertahan dalam organisasi.  

2) Continuance commitment  

Pengertian continuance commitment 

didasarkan pada keterkaitan dalam 

hubungan dengan anggota-anggota 

dalam organisasi, sebagai bagian 

dimana pegawai secara psikologis 

terikat dengan organisasi berdasarkan 

biaya yang dikeluarkan (ekonomi, 

sosial, dan hubungan status) jika ia 

meninggalkan organisasi. Biaya yang 

dimaksud dimanifestasikan dalam 

dua hal yang berbeda. Pertama, masa 

kerja individu dalam organisasi yang 

mereka rasakan akan menumbuhkan 

loyalitas terutama dengan adanya 

program pensiun, senioritas, 

spesialisasi skill, afiliasi, dan ikatan 

keluarga yang akan merugikan 

mereka jika berpindah organisasi. 

Kedua, individu bisa merasakan 

mereka berfikir untuk tetap tinggal 

dalam organisasi karena tidak punya 

alternatif pekerjaan yang 

menjanjikan. 

3) Normative commitment 

 Yaitu adanya keinginan pegawai 

untuk tetap bersama organisasi 

berdasarkan kewajiban atas tugas yang 

diberikan kepadanya.Hal ini bisa berasal 

dari budaya individual, etika kerja yang 

menyebabkan mereka wajib untuk tetap 

bertahan dalam organisasi. Dengan 

demikian rasa kesetiaan terhadap tugas 

yang mendasari komitmen normatif 

pegawai mempengaruhi individu untuk 

tetap tinggal dalam organisasi. 
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Komitmen pada organisasi melibatkan 

tiga sikap pegawai yaitu: 1) Keinginan 

pegawai untuk ikut serta dalam 

mewujudkan tujuan organisasi 2) 

Pegawai merasa terlibat dalam 

kewajiban organisasi 3) Adanya 

loyalitas pegawai yang tinggi terhadap 

organisasi  

Gaya Kepemimpinan 

 Gaya kepemimpinan adalah suatu 

cara yang dilakukan dalam proses 

kepemimpinan yang diimplementasikan 

melalui perilaku kepemimpinan 

seseorang untuk mempengaruhi orang 

lain agar bertindak sesuai dengan apa 

yang ditentukan, termotivasi untuk 

bekerja dan berusaha lebih keras karena 

menyukai dan menghargai pemimpin 

tersebut, mereka memiliki kepuasan yang 

lebih tinggi. Selain itu menurut Flippo 

(1987) dalam Setiawan (2009), Luthans 

(2002) menyatakan bahwa adanya 

pelimpahan wewenang atau 

tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas 

mengakibatkan manajer yang berada 

dibawahnya akan berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan disamping akan 

terjadi pemberdayaan sumber daya 

manusia (bawahannya), sehingga akan 

meningkatkan motivasi manajer dalam 

melaksanakan kegiatannya yang pada 

akhirnya secara signifikan akan memiliki 

pengaruh positif terhadap peningkatan 

kinerjanya. 

  Dari berbagai pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah suatu cara yang 

dilakukan dalam proses kepemimpinan 

yang diimplementasikan melalui perilaku 

kepemimpinan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain agar bertindak 

sesuai dengan apa yang ditentukan, 

termotivasi untuk bekerja dan berusaha 

lebih keras karena menyukai dan 

menghargai pemimpin tersebut, mereka 

memiliki kepuasan yang lebih tinggi. 

Variabel gaya kepemimpinan dalam 

penelitian ini diukur menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh 

Gibson (1996) dalam Trianingsih (2007) 

dalam Melati (2011). Instrumen tersebut 

terdiri dari 5 item pertanyaan gaya 

kepemimpinan konsiderasi yaitu,  

a. Hubungan antara atasan dan 

bawahan. 

b. Rasa saling percaya antara atasan dan 

bawahan. 

c. Adanya suasana kekeluargaan di 

tempat kerja. 

d. Pimpinan yang menghargai gagasan 

bawahan. 

e. Komunikasi dan keterbukaan antara 

atasan, bawahan, dan antar rekan 

kerja.  
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f. item pertanyaan gaya kepemimpinan 

srtuktur inisaitif. 

 

1. Hipotesis 

H1:  Diduga Partisipasi Penyusunan 

Anggaranberpengaruh terhadap 

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. 

H2:  Diduga Komitmen Organisasi 

berpengaruh terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah. 

H3: Diduga Gaya Kepemimpinan 

dapat memoderasi hubungan 

antaraPartisipasi Anggaran dengan 

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. 

  H4:  Diduga Gaya Kepemimpinan 

dapat memoderasi hubungan antara 

Komitmen Organisasi dengan Kinerja 

Aparat Pemerintah Daerah. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Tahapan penelitian yang digunakan 

adalah: a) Menentukan obyek penelitian, 

b) Menentukan populasi dan sampel, c) 

Menyebar kuesioner dan tabulasi data, d) 

Menganalisis data dengan menguji 

hipotesis menggunakan 

uji interaksi atau sering disebut 

dengan Moderated Regression Analysis 

(MRA) merupakan aplikasi khusus 

regresi berganda linear dimana dalam 

persamaan regresinya mengandung 

unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independent) Menurut Ghonzali 

(2011). Dengan lokasi penelitian adalah 

SKPD di Kota Semarang, sedangkan 

jenis penelitian adalah: kausal 

komparatif, yaitu hubungan sebab 

akibat. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Kota Semarang sebanyak 42 

SKPD. Adapun teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive 

sampling.Purposive sampling dalam 

penelitian ini adalahkepala SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah), 

Sekretaris SKPD, dan Kepala Bagian 

yang bertugas di Sekretaris Daerah, 

Dinas-dinas, dan Lembaga Teknis 

Daerah yang terdapat di Pemerintah 

Daerah Kota Semarang. 

Penentuan jumlah sampel 

menggunakan rumus Slovin yaitu: 
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Keterangan: 

n  = banyaknya sampel 

N = banyaknya populasi 

a  = batas toleransi kesalahan (error 

toleransi) 

Dalam penelitian ini, 

digunakan kelonggaran 5% 

sehingga didapat jumlah sampel 

sebagai berikut: 

n =             126 

        1+(126 x (0.052)) 

n =      126 

         1.315 

n = 95.8 (96 sampel) 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Untuk Uji kualitas data 

menggunakan: Uji Validitas dan Uji 

Realibilitas,    sedangkan uji asumsi klasik 

terdiri:Uji Normalitas, Uji 

Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan 

Uji Heteroskedastisitas. Persamaan linier 

berganda tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4[{X1.X3}]+β5[

{X2.X3}]+ ε  

Keterangan:  

Y : Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 

α  : Konstanta  

β1, β2, β3, β4, β5   : Koefisien Regresi  

X1, X2  :Variabel independen yaitu 

partisipasi penyusunan anggaran dan 

komitmen organisasi. 

X3  :Variabel moderatingyaitu: gaya 

kepemimpinan.  

ε  : Standart error 

 

PEMBAHASAN 

Dari perhitungan dengan Uji t 

statistik diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0.000 < 0.05. Hal ini menyataka 

partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah, dengan demikian jika pegawai 

yang bekerja di pemerintahan daerah 

ikut serta dalam menyusun anggaran 

kegiatan, maka akan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap peningkatan 

kinerja aparat pemerintah daerah. 

 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Agusti (2012) yang 

menemukan hubungan positif signifikan 

antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja aparat pemerintah daerah. 

Dari perhitungan dengan Uji t 

statistik diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0.030 < 0.05. Hal ini menyataka 
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komitmen organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah, dengan demikian jika 

ada hubungan yang baik serta pegawai 

pemerintah daerah memiliki kesetiaan 

dan loyalitas terhadap organisasi dimana 

mereka bekerja, maka akan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja aparat pemerintah 

daerah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Wulandari (2013) yang 

menemukan hubungan positif signifikan 

antara komitmen organisasi dengan 

kinerja aparat pemerintah daerah. 

      Dari perhitungan dengan metode 

Moderated Regression Analysis (MRA) 

diperoleh nilai signifikan sebesar 0.03 < 

0.05. Hal ini menyatakan bahwa persepsi 

responden mengenai partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh 

semakin kuat dan positif terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah jika 

dimoderat oleh gaya kepemimpinan, 

dengan demikian apabila pegawai 

pemerintah daerah aktif berpartisipasi 

dalam penyusunan anggaran maka akan 

meningkatkan kinerja aparat pemerintah 

daerah, hal ini akan semakin kuat jika 

adanya gaya kepemimpinan yang baik 

dalam organisasi. 

Penelitian ini mendukung temuan 

penelitian Lestari (2014) yang 

menemukan bahwa hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja aparat pemerintah akan 

semakin kuat dengan adanya gaya 

kepemimpinan yang baik dan sesuai 

dalam organisasi. 

Dari perhitungan dengan metode 

Moderated Regression Analysis (MRA) 

diperoleh nilai signifikan sebesar 0.01 < 

0.05. Hal ini menyatakan bahwa persepsi 

responden mengenai komitmen 

organisasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah jika dimoderat oleh 

gaya kepemimpinan, namun nilai t 

negatif sebesar -3.593  dengan demikian 

hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

adanya gaya kepemimpinan yang kurang 

sesuai akan memperlemah hubungan 

komitmen organisasi terhadap kinerja 

aparat pemerintah daerah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.Simpulan 

1. Pegawai SKPD Kota Semarang 

secara keseluruhan harus 

meningkatkan kinerjanya dengan 

cara ikut aktif berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran kegiatan dan 

loyal serta setia terhadap SKPD 
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terkait, sehingga kesejahteraan 

masyarakat semakin meningkat. 

2. Dalam penerapan gaya 

kepemimpinan di SKPD Kota 

Semarang harus tepat dan sesuai 

supaya semakin meningkatkan 

komitmen organisasi sehingga 

kinerja aparat pemerintah daerah 

juga semakin meningkat. 

3. Secara khusus kinerja aparat 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh 

partisipasi penyusunan anggaran, 

komitmen organisasi dan gaya 

kepemimpinan, namun akan lebih 

sempurna bila ditambah dengan 

variabel lainnya. 
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